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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) penerapan akuntansi
pertanggungjawaban sebagai alat pengendali biaya, 2) pengaruh kesesuaian
biaya yang dikeluarkan dalam suatu periode akuntansi dengan biaya yang
dianggarkan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif. Subyek
dalam penelitian ini adalah kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali dengan mengambil informan
sekretaris daerah sebagai narasumber. Teknik pengumpulan data yang digunakan
dengan menggunakan metode wawancara tujuan untuk memberoleh informasi
secara terprenci dan mendalam dari aspek yang ditentukan secara relevan
dengan permasalahan penelitian. Analisis data penelitian meliputi reduksi data,
penyajian data, dan verifikasi data selanjutnya menjadikan kesimpulan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban
dalam kenyataannya pelaksanaan penganggaran dan realisasinya laporannya
dibuat oleh masing-masing Unit Pelaksanaan Teknik Daerah (UPTD) yang ada
dalam bentuk laporan pertanggung jawaban yang kemudian diserahkan kepada
kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)
Kabupaten Boyolali. Didalam laporan pertanggungjawaban pada Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten
Boyolali secara keseluruhan, isi dari laporan tersebut bermanfaat untuk
mengetahui sampai sejauh mana realisasi pengeluaran biaya yang mendekati
anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya, serta mengalami perubahan atau
tidak. Dengan demikian dapat disimpulkan: 1) Pelaksanaan akuntansi biaya oleh
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)
Kabupaten Boyolali bentuk pelaksanaannya terbagi menjadi 2 bentuk yaitu: a)
Pertanggungjawaban laporan keuangan daerah kepada DPRD melalui Tim
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam pelaksanaan raperda, b) Evaluasi
dari laporan pertanggungjawaban akuntansi biaya masing-masing Pelaksanaan
Teknik Daerah (UPTD) di bawahnya. 2) Pelaksanaannya ini sudah sesuai dan
menurut prosedur yang sudah ada serta berlandaskan pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri (Permendagri) No 13 Tahun 2006 yang sudah disempurnakan dan
Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang Keuangan Daerah.
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PENDAHULUAN

Dalam perencanaan dan pengendalian operasional Dinas Pendapatan,
Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali manajemen puncak
memberikan peran bagi para kepala dalam merencanakan pencapaian sasaran
organisasi yang kemudian dibuat dalam suatu anggaran. Untuk dapat
melaksanakan rencana tersebut, manajemen puncak mengalokasikan sumber daya
yang diukur dalam satuan uang. Pusat biaya melaporkan secara berjenjang
menurut organisasi hasil pelaksanaan rencana pencapaian sasaran organisasi yang
merupakan perannya dalam mencapai tujuan utama Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali.

Proses perencanaan pencapaian sasaran pelaksanaan dan pelaporan hasil
pelaksanaan oleh manajemen yang bertanggungjawab, pada umumnya
menggunakan istilah akuntansi pertanggungjawaban. Untuk dapat menerapkan
akuntansi pertanggungjawaban secara baik, harus dipenuhi beberapa hal yang
merupakan syarat penerapan akuntansi pertanggungjawaban.

Setiap pusat pertanggungjawaban diberi wewenang untuk menyusun
anggaran biaya yang disetujui oleh kepala puncak pada periode tertentu masing-
masing pusat pertanggungjawaban membuat laporan pertanggungjawaban,
laporan ini harus menjelaskan pelaksanaan penggunaan anggaran dan realisasinya
serta penyimpangan sistem akuntansi pertanggungjawaban sehingga segera dapat
menelusuri secara cepat pusat pertanggungjawaban dan dapat diambil tindakan
perbaikan.

Dengan demikian dalam konsep akuntansi pertanggungjawaban perilaku
dan tindakan harus mendapat perhatian dari manajemen agar proses pengendalian
khususnya pada biaya operasi dapat berjalan dengan efektif. Pengendalian pada
umumnya bertujuan untuk memeriksa efektivitas penyelesaian rencana dalam
kantor dan juga mengoreksi adanya penyimpangan yang terjadi. Dengan demikian
apabila terdapat kelemahan dan kekurangan dalam rencana kebijakan dapat diatasi

dengan cepat dan tepat.



Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali
merupakan instansi pemerintahan yang bergerak di bidang Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah perkembangan dari waktu ke waktu.
Dengan semakin berkembangnya pendapatan menimbulkan permasalahan yang
komplek. Salah satu kesulitan yang dialami pimpinan adalah dalam hal
pengawasan dan pengendalian biaya-biaya yang terjadi. Kesulitan ini timbul
karena pimpinan tidak dapat secara langsung mengikuti jalannya operasional
tersebut secara keseluruhan, sedangkan transaksi semakin banyak dan bermacam-
macam.

Akibat dari permasalahan yang dihadapi Dinas Pendapatan, Pengelolaan
dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali diharuskan melakukan peningkatan
pengelolaan Kkeorganisasian yaitu pembenahan struktur organisasi yang
diwujudkan dengan pendelegasian wewenang, tugas, tanggung jawab kepada
pusat pertanggungjawaban yang dilakukan melalui anggaran. Dengan melalui
anggaran, pusat pertanggungjawaban akan dapat dikendalikan dan juga dapat
dijadikan koreksi terhadap tujuan Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset
Daerah Kabupaten Boyolali.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas pokok permasalahan
sebagai berikut: “apakah penerapan akuntansi pertanggungjawaban dapat
digunakan sebagai alat pengendalian biaya pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali?”

Tujuan Yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui
penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam hubungannya sebagai alat
pengendalian biaya dan untuk mengetahui kesesuaian biaya yang dikeluarkan
dalam suatu periode akuntansi dengan yang dianggarkan pada Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset
Daerah Kabupaten Boyolali. yang dilakukan pada bulan Februari sampai dengan
selesai. Penelitian ini termasuk jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif
kualitatif yaitu semua data yang berkaitan dengan penelitian telah terkumpul lalu
disusun dan diklasifikasikan sedemikian rupa untuk mengambarkan keadaan
objek penelitian di saat penelitian ini dilakukan, sehingga dapat mengambarkan
jawaban dari permasalahan yang dirumuskan. Dalam penelitian ini data-data yang
terkumpul akan diskripsikan, dianalisis serta di interpretasikan berkaitan dengan
maksud dan tujuan penelitian.
Teknik pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan teknik wawancara.
Metode wawancara ini bertujuan untuk memberoleh informasi secara terprenci
dan mendalam dari aspek yang ditentukan secara relevan dengan permasalahan
penelitian ini, wawancara dilakukan dengan responden. Dalam metode wawancara
ini peneliti dapat mengunakan panduan yang berisi poin-poin yang diangkap dapat
menguraikan serta relevan dengan masalah yang diangkat.
Analisis data merupakan suatu kegiatan untuk mengolah data sesuai
dengan pendekatan yang digunakan dengan tujuan untuk menjawab permasalahan
yang diajukan/menguji hipotesis yang telah dikemukakan. Dalam penelitian ini
penulis menggunakan metoda analisis data yaitu metode analisis kualitatif yang
mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: Mendekripsikan data yang didasarkan pada
fakta-fakta yang ada dilapangan dan pendapatan-pendapatan yang berkaitan
dengan penelitian. Peneliti sejalan dengan Moleong (2004: 2) bahwa
menggunakan penelitian kualitatif didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu:
1. Metode kualitatif lebih mudah menyesuaikan apabila berhadapan secara
langsung dengan kenyataan ganda.

2. Menyesuaikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan
subjek penelitian.

3. Metode ini lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak
penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.



4. Sedangkan ciri-ciri penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh (Moleong,
2004: 4), yaitu:
1) mempunyai latar alamiah,
2) manusia sebagai instrumen,
3) menggunakan metode kualitatif,
4) analisis data secara induktif,
5) data yang dikumpulkan berupa kata-kata,
6) lebih mengutamakan proses dari pada hasil,
7) adanya batas yang ditentukan fokus,
8) adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, dan
9) hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama.

Tehnik analisis penelitian kualitatif menurut Bungin (2003: 68-69),
teoritisasi yang memperlihatkan bagaimana hubungan antar kategori juga
dikembangkan atas dasar data yang diperoleh ketika kegiatan lapangan
berlangsung. Jadi kegiatan antara pengumpulan data dan analisis data berlangsung
bersamaan atau tidak dapat terpisah satu sama lain.

Untuk menguji keabsahan data suatu studi, peneliti melakukan
pemeriksaan keabsahan data. Data yang telah dikumpulkan diuji keabsahannya
dengan tehnik triangulasi data, yaitu dengan cara mencari data yang mendukung
atau tidak bertentangan dengan tujuan penelitian yang telah drumuskan. Tujuan
triangulasi data adalah untuk mengetahui sejauh mana temuan-temuan di lapangan
benar-benar representatif. Untuk itu digunakan beberapa cara yaitu menggunakan
banyak metode, sumber atau data, dengan membandingkan hasil wawancara
dengan hasil pengamatan, antara hasil wawancara dengan dokumen, antara kata
orang lain dengan kata orang yang bersangkutan, dan antara keadaan yang

prospektif.



HASIL PENELITIAN

Proses penyusunan anggaran biaya tahun 2011 yang dilakukan oleh Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daearah Kabupaten Boyolali
melalui beberapa tahap, diterangkan dalam bagan penyusunan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2011 sebagai berikut:

Penyerahan Draft BANMUS, RAPAT RAPAT
PARIPURNA 1 PARIPURNA 2
Raperda APBD 2011 Menyusun jadwal
R Penyampaina Nota o Pandangan Umum
25 November 2010 > Pembahasan APBD 2011 — Keuangan APBD d Fraksi

25 November 2010

A\ 4

EVALUASI RANPERDA Pengiriman RAPAT PARIPURNA 3 PEMBAHASAN RANPERDA
RANPERDA
APBD TAHUN 2011 — < PERSETUJUAN a Antara TAPD dan DPRD
Kepada Gubernur Jateng BERSAMA APBD 2011
31 Desember 2010 (Ban Ang. APBD 2011)
29 Desemkber 2010 27 Desember 2010
15-20 Desember 2010
l Sambutan Bupati dan dilampiri Nota
Keuangan
SK Gubernur Pembahasan TAPD- PENETAPAN PERDA
) Ban.Ang 1. Rapat Komisi
Tentang Evaluasi APBD APBD TAHUN 2011
Tahun 2011 Atas Evaluasi Gubernur 2. Ban.Ang
_ L > tentang APBD Tahun > 10 Januari 2011 N
7 Januari 2011 2011 3. Gabungan Komisi
7-8 Januari 2011 4. Fraksi

SPD DPA

Gambar 4.2
Bagan Penyusunan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2011

* Sumber data: DPPKAD Kabupaten Boyolali

Dengan demikian dapat kesimpulan dari gambar 4.2 Bagan Penyusunan
APBD Tahun 2011 tersebut di atas adalah kerjasama dari DPPKAD dengan



DPRD Kabupaten Boyolali Tahun 2011. Kerjasama tersebut terkait permendagri
no 13 tahun 2006 yang telah disempurnakan dan no 21 tahun 2011 tentang
keuangan daerah.
Adapun realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah
(APBD) menurut sekretaris DPPKAD diserahkan kepada penanggung jawab dari
setiap lembaga masing-masing. Seperti pajak atau retribusi daerah diserahkan
kepada unit perbendaharaan kas daerah. Adapun yang menjadi penanggung jawab
adalah kepala bidang masing-masing berdasarkan laporan dari satuan kerja
perangkat daerah (SKPD). Sebagai contoh adalah pelaksanaan retribusi pajak
hiburan atau penginapan. Secara ringkas dapat digambarkan pada tabel berikut:
Tabel 4.1

Ringkasan Laporan Pertanggungjawaban di DPRD

REALISASI
KODE URAIAN ANGGARAN s/d (KILERB;:/G)
REKENING PERIODE PERIODE INI TOTAL
LALU
4 PENDAPATAN 1.078.432.493.000,00 0,00 | 1.100.757.124.624,00 | 1.100.757.124.624,00 | 22.324.631.624,00
41 PAD 88.572.520.000,00 0,00 96.489.133.819,00 96.489.133.819,00 | 7.916.613.819,00
411 Pendapatan  Pajak 18.824.390.000,00 0,00 19.256.739.005,00 19.256.739.005,00 432.349.005,00
Daerah
41.1.01 Pajak Hotel 74.200.000,00 0,00 82.986.120,00 82.986.120,00 8.786.120,00
4.1.1.02 Pajak Restoran 245.000.000,00 0,00 345.619.125,00 345.619.125,00 100.619.125,00
4.1.1.03 Pajak Hiburan 30.000.000,00 0,00 32.330.000,00 32.330.000,00 2.330.000,00

Sumber: Data sekunder (Lampiran 1I)

Tampak pada tabel 4.1 tersebut bahwa uraian terdapat pendapatan dan
pajak. Dimana pendapatan merupakan hasil pajak, berdasarkan anggaran yang
telah ditentukan, sedangkan realisasi adalah hasil pelaksanaan pengumpulan
pajak. Pada ringkasan tabel 4.1 pajak hotel menurut anggaran sebesar
74.200.000,00 sedangkan realisasinya sebesar 82.986.120,00 dengan demikian
antara anggaran dan realisasi terdapat selisih lebih sebesar 8.786.120,00 atau
pajak yang diterima pemda lebih besar dari perkiraan semula.

Seperti dikemukakan oleh Sektretaris DPPKAD berdasarkan hasil

wawancara tanggal 28 Juni 2012 mengatakan “Bahwa pelaksanaan anggaran




merupakan evaluasi dari realisasi pendapatan daerah, artinya untuk penganggaran
tahun berikutnya akan dilakukan evaluasi berdasarkan kondisi ekonomi serta
pendapatan yang telah didapatkan pada pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya.”
Selain itu menurut kepala DPPKAD membenarkan bahwa “Anggaran tahun
sebelumnya digunakan sebagai alat evaluasi untuk tahun anggaran berikutnya.”
Selanjutnya masih menurut kepala DPPKAD “Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daearah Kabupaten Boyolali memiliki tim yang mempunyai
tugas melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi serta pelaksanaan penyelenggaraan,
evaluasi, pembinaan, dan serta pengawasan didalam penyusunan tersebut sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan”.

Sebagaimana disebutkan oleh sekretaris DPPKAD tersebut dan
dikonfirmasikan dengan kepala DPPKAD dapat diintepretasikan oleh peneliti
bahwa pelaksanaan anggaran merupakan bagian dari evaluasi perencanaan
penganggaran tahun selanjutnya dengan pertimbangan-pertimbangan kondisi
ekonomi dan hasil-hasil yang telah dicapai pada anggaran tahun sebelumnya.

Dalam pelaksanaan akuntansi pertanggungjawaban, Kepala Dinas ikut
berpartisipasi dalam penyusunan anggaran biaya sementara yang menjadi
tanggungjawabnya sesuai dengan batas aturan yang berlaku pada Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daearah Kabupaten Boyolali. Maka
dengan ini dapat dijadikan tolak ukur terhadap laporan pertanggungjawaban biaya
sementara untuk setiap manajemen atau bagian memiliki peran yang terbatas pada
biaya-biaya tertentu kecuali bagian yang berperan dalam penggolongan biaya.

Seperti pada laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan daerah
dan laporan pertanggungjawaban pembantu bendahara unit Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga pada lampiran 1V diketahui laporan triwulanan sebagai
berikut:

Anggaran tahun 2011 triwulan 1 sebesar : Rp 11.016.750
Realisasi tahun 2011 triwulan 1 sebesar Rp 10.872.740 -
Selisih (sisa pagu) triwulan 1 sebesar Rp -144.010




Anggaran tahun 2011 triwulan 2 sebesar : Rp 11.160.760

Realisasi tahun 2011 triwulan 2 sebesar Rp 11.160.760 -
Selisih (sisa pagu) triwulan 2 sebesar Rp 0
Anggaran tahun 2011 triwulan 3 sebesar : Rp 11.016.750
Realisasi tahun 2011 triwulan 3 sebesar Rp 10.872.740 -
Selisih (sisa pagu) triwulan 3 sebesar Rp 37.887
Anggaran tahun 2011 triwulan 4 sebesar: Rp 10.459.137
Realisasi tahun 2011 triwulan 4 sebesar Rp 10.387.947 -
Selisih (sisa pagu) triwulan 4 sebesar Rp 71.190

Sisa pagu yang terjadi pada laporan petanggungjawaban pembantu
perbendaharaan pada unit Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga disebabkan
oleh karena anggaran terlalu besar, sehingga terdapat selisih tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akuntansi biaya oleh
DPPKAD bentuk pelaksanaannya terbagi menjadi 2 bentuk yaitu: pertama dalam
bentuk pertanggungjawaban laporan keuangan daerah kepada DPRD melalui Tim
TAPD dalam pelaksanaan raperda dan kedua dalam bentuk evaluasi dari laporan
pertanggungjawaban akuntansi biaya masing-masing SKPD serta UPTD di
bawahnya. Pelaksanaannya ini sudah sesuai dan memang menurut prosedur yang
sudah ada serta berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) No 13 Tahun 2006 dan Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang
Keuangan Daerah yang sudah disempurnakan.



PEMBAHASAN

Berdasarkan pengertian tentang akuntansi pertanggungjawaban yang
didasarkan atas penganggaran tersebut dalam pelaksanaan atau implementasi pada
DPPKAD dimana anggaran pelaksanaannya ditetapkan oleh DPRD bersama-sama
Tim TAPD menunjukkan kalau kebutuhan terhadap suatu anggaran
perencanaannya bersama-sama dengan ketetapan sebagaimana ditetapkan dalam
rapat paripurna DPRD sudah sesuai dengan peraturan dari Permendagri No. 13
Tahun 2006 dan Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang Keuangan Daerah yang
sudah disempurnakan.

Sehubungan dengan pelaksanaan rapat paripurna di DPRD tersebut
menurut sekretaris DPPKAD peran kepala DPPKAD di dalam rapat paripurna
adalah sebagai sekretaris dalam bidang pengkajian penganggaran bersama satu
tim dalam tim TAPD. Sebagaimana diungkapkan oleh sekretaris DPPKAD ibu
Warsini bahwa penyusunan APBD itu dilaksanakan dua kali yaitu murni dan
perubahan sedangkan pembahasannya dilakukan oleh badan anggaran dewan
(DPRD).

Setelah raperda di evaluasi dan di bahas oleh tim TAPD dan badan
anggaran dewan (DPRD) untuk tahun berikutnya ditetapkan perda APBD. Perda
yang sekarang dalam pelaksanaan disampaikan kepada semua unit-unit yang ada
meliputi DPA, UPTD, SPD, dan SKPD.

Dengan dalam pelaksanaan perda yang prosesnya dilakukan dalam rapat
paripurna DPRD Kabupaten Boyolali meliputi evaluasi dan
pertanggungjawaban.Dimana untuk penetapan perda selanjutnya berdasarkan
evaluasi tahun sebelumnya. Sedangkan apabila terjadi ketidakcocokan antara
anggaran dengan realisasi itu merupakan tanggung jawab SKPD masing-masing.
Dimana kedudukan DPPKAD adalah sebagai pengawas keuangan saja, sedangkan
yang menentukan adalah Bappeda.

Apabila diselaraskan dengan teori yang sudah ada tentang akuntansi
pertanggungjawaban sebagai pengendalian yaitu pengendalian menyangkut tiga

hal yang penting: (1) pelaksanaan dilapangan atas rencana yang ditetapkan, (2)



mendapatkan umpan balik mengenai seberapa jauh pelaksanaan tersebut sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan, (3) jika terjadi penyimpangan maka harus
tentukan langkah-langkah tindakan untuk mengatasi hal tersebut. Sehingga
berdasarkan hasil penelitian ini dilihat dari pelaksanaannya oleh DPPKAD sudah

sesuai dengan teori tersebut.
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